












i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah

menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016

secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

2/PHP.KOT-XVl/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah

Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April

2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016

dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon.

Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum

Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain

vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal

18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 1 00/PHP.BUP­

XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan

Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda

keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon 

memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan 

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan 

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan 

Nomor: 2767 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, dibuktikan bersama-sama dengan pokok 
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permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Nunukan Tahun 2024. 

4. POKOK PERMOHONAN

1) PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN

SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 DI BEBERAPA TPS

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh

Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon

sebagai berikut:

Perolehan 
No. Nama Pasangan Calon 

Suara 

Andi M Akbar Mattawang Djuarzah, 5.E., 40.106 
1. 

M.M dan Serfianus, S.IP., M.Si

2. H. Basri, M.Si dan H. Hanafiah, S.E., M.Si 23.361 

3. H. lrwan Sabri, S.E dan Hermanus, S.Sos 43.832 

Jumlah Keseluruhan Suara 107.299 

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan 

perolehan suara sebanyak 40.106suara, 

b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan

suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Perolehan 
No. Nama Pasangan Calon 

Suara 

1. Andi M Akbar Mattawang Djuarzah, 5.E., 40.106 

M.M dan Serfianus, S.IP., M.Si

2. H. Basri, M.Si dan H. Hanafiah, S.E., M.Si 23.361 
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melakukan pencoblosan sebagai pemilih tambahan di TPS 01, TPS 

02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Liang Bunyu; 

4) Bahwa tel ah terjadi penurunan angka partisipasi pemilih yang

cukup signifikan di daerah desa sungai nyamuk, kecamatan sebatik

timur pada tahapan Pilkada kabupaten nunukan tahun 2024,

dimana adanya C.6 Pemberitahuaan pemilih di beli oleh oknum­

oknum tertentu dan menyuruh untuk tidak turun menggunakan hak

pilihnya pada tanggal 27 november 2024 sehingga ada sebagian

warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atas kejadian tersebut

dan hal itu didapatkan terjadi di TPS 02 desa sungai nyamuk,

kecamatan Sebatik Timur;

5) Bahwa hal yang sama terjadi adanya pembelian surat pemilih C.6

Pemberitahuan oleh oknum-oknum yang melarang agar

masyarakat untuk tidak memberikan hak pilihnya di TPS dan juga

terjadi di desa sungai nyamuk, kecamatan Nunukan Kabupaten

Nunukan dimana hal tersebut sangat mengurangi angka partisipasi

pemilih terkhusus di TPS 06 desa sungai nyamuk, kecamatan

sebatik Timur;

6) Bahwa pada TPS 01 Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis kami

menduga ada kecurangan dalam tahapan pemilihan Pilkada

Kabupaten Nunukan dimana kami melihat daftar hadir pada TPS 01

daftar pemilih tetap berjumlah 209 orang yang dimana semua pada

absensi tanda tangan dari seluruh daftar pemilih mempunyai

kemiripan dari segi tanda tangan yang kami menduga ditanda

tangani sendiri oleh penyelanggara yang ada pada TPS 01 Desa

Tanjung Hulu Kecamatan Lumbis;

7) Bahwa ada temuan bawaslu kabupaten nunukan menemukan

adanya 3 TPS di pedalaman nunukan yang tidak memiliki C Plano

yaitu 1 TPS di desa Semunad kecamatan Tulin Onsoi, dan 2 TPS di

kecamatan Lumbis Ogong. Bahwa ke 3 TPS tersebut tidak memiliki

C Plano dan bawaslu merekomendasikan penyalinan hasil
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penghitungan suara ke kertas karton, dimana bawaslu 

merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang; 

8) Bahwa pada hari rabu tanggal 27 ovember 2024 bawaslu

Kabupaten Nunukan juga melakukan operasi tangkap tangan

terhadap seseorang terduga tim sukses paslon nomor urut 3 di

sekitar TPS 14 Kecamatan Nunukan desa Nunukan Timur sedang

melakukan pembagian uang ke masyarakat yang ingin datang

memilih dan mencoblos di TPS 14 tersebut, dimana pada saat

petugas panwascam melakukan OTT sempat terjadi insiden yang

mengakibatkan kerusahan di sekitar wilayah TPS 14 kecamatan

Nunukan desa Nunukan Timur dan mengakibatkan sempatnya

terhenti proses tahapan pencoblosan di TPS tersebut;

Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan 8, ditemukan bahwa 

keseluruhan jumlah 19 TPS keberatan yang berada di 8 (delapan) 

wilayah Kecamatan pada Kabupaten Nunukan meliputi Kecamatan 

Nunukan Selatan, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebatik Barat, 

Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Tulin 

Onsoi, Kecamatan Sebuku, dan Kecamatan Nunukan dengan rincian 

sebagai berikut: 

No Kecamatan Desa/Kel TPS 

1 Kecamatan Nunukan Selatan Desa Mansapa TPS 001 
dan 002 

2 Kecamatan Sembakung Desa Tepian TPS 001 

3 Kecamatan Sebatik Barat Desa Binalawan TPS 006 
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Desa Setabu TPS 001, 
TPS 002, 
TPS 003, 
dan TPS 
004 

Desa Liang Bunyu TPS 002 
dan TPS 
005 

4 Kecamatan Lumbis Desa Tanjung Hulu TPS 001 

5 Kecamatan Sei Menggaris Desa Srinanti TPS 003 

Desa Tabur Lestari TPS 005 

6 Kecamatan Tulin Onsoi Desa Semunad TPS 001 

Desa Salang TPS 001 

Desa Sanur TPS 001 
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